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Abstrak
 

Disertasi ini membahas dan menganalisis problematik format baru relasi Presiden-DPR pasoa-amandemen

konstitusi (2004-2008) yang terperangkap situasi konflik. Konflik seperti apa yang terjadi, dan faktor-faktor

apa saja yang melatarbelakanginya? Untuk menjawabnya, studi ini menggunakan metode kualitatif dengan

pengumpulan data melalui kajian literatur, penelusuran dokumen, dan wawancara mendalam terutama

dengan narasumber yang terlibat. Perspektif teori yang melatarinya adalah asumsi Juan J. Linz (1994)

bahwa demokrasi presidensial adalah pilihan berisiko karena cenderung menghasilkan instabilitas

dibandingkan sistem parlementer, serta asumsi Scott Mainwaling (1993) bahwa kombinasi presidensial dan

sistem multipartai cenderung menghasilkan deadlock dan immobilism dalam relasi eksekutif-legislatif.

 

Studi ini menemukan: (1) format baru relasi Presiden-DPR hasil amandemen konstitusi cenderung ?sarat-

DPR? (DPR heavy) sehingga memicu munculnya situasi konflik dan ketegangan politik; (2) personality dan

kepemimpinan Presiden yang kompromistis dan tidak efektif, Serta sikap ?parlementarian? dan disorientasi

partai-partai di DPR, adalah faktor signifikan lain yang turut mempengaruhi terbentulmya situasi konflik;

(3) meskipun ada upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme Rapat Konsultasi Presiden-Pimpinan

DPR, faktor-faktor institusional yang melekat pada kombinasi sistem prosidensial-multipartai turut

mempertajam situasi konilik; (4) namun situasi konflik tersebut tidak mengarah pada kebuntuan politik

eksekutif-1egislatif seperti dikhawatirkan Mainwaring, ataupun risiko instabilitas demokrasi yang

dikemukakan Linz.

 

Disertasi ini mengajukan perspektif teoritis baru: (1) meskipun perpaduan presidensial-multipartai

merupakan kombinasi yang sulit, potensi jalan buntu politik dan instabilitas demokrasi terhindarkan apahila

tersedia mekanisme konsultasi dan persetujuan bersama eksekutif-legislatif (2) walaupun menjanjikan

stabilitas, mekanisme demikian cenderung menghasilkan relasi eksekutif-legislatif yang bersifat politik-

transaksional ketimbang institusional, serta pemerintahan yang tidak efektif; (3) variabel personality dan

kepemimpinan Presiden serta kualitas partai-partai berpengaruh signifikan bagi stabilitas dan efektititas

demokrasi presidensial.

 

Namun perspektif teoritis baru di atas melahirkan implikasi teoritis lain bagi Indonesia ke depan: (1) konflik

Presiden-DPR yang mengarah pada kebuntuan politik berpotensi muncul jika relasi keduanya lebih bersifat

institusional ketimbang politik-transaksional seperti periode studi ini; (2) potensi kebuntuan politik tersebut

cenderung membesar apabila kepemimpinan Presiden tidak melayani kompromi politik dengan DPR dan

partai-partai di Dewan Semakin melembaga dan lebih ideologis.
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